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TENTANG

PETUNJUKTEKNIS PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUNSEDERHANASEWA (RUSUNAWA)

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WAUKOTA PAU:NIlANG,

a. bahwa berdasar1can I'efilluran Menlett ..egara Perumahan Raltyllt Nomor
14/PERMEN/M/2007tentang PengeIoIaanAI. "h Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
perlu menetapkanPetun,lukTeknls Penghun~. dan PengelolaanRumahSusunSedethana
Sewa(Rusunawa)dan dalam rangkil memenuhl kebutuhan rumah yang sangat melllngkat
khususnyadl kawasan per1cotaan,maka fasilitasi pembangunan rumah susun sedert\ana
sewa menjadi ailernalJr untuk pemenuhan rumah yang bermartabat, nyaman, aman dan
sehat bagl masyarakat belpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang
berpenghasllanrendah;

b. bahwa fasllitasl pembangunan rumah susun sederhanasewa (Rusunawa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang telah I2rbangun, perlu segera dlkelo4a agar tujuan
pembangunanrumah susun sedemana sewa berhasil dan benlaya guna sertlI mencapal
target dan sasaranyang dlharapkan;

Co bahwa berdasarkan pertJmbangan sebagaimana dimaksud hunt II dan b, penu
menetaplcanPeraturan WaillcOOl Palembang lentang Petunjuk Teknls Penghunlan dan
PengeloIaan Rumah SusunSedertIana Sewa (Rusunawa).

I. Undang-lJndangNomor 28 Tallon 1959 t:entang Pembenlukan Daen!h 1lngkat U dan
Kotapraja dl Sumal.:nl Selatan (Lembaran Negara RepubI.k Indonesia Tahun 1959
Nomor73, lambahan lanbaran t~ra RepubllkIndonesiaNomor 1821);

2. Undang-lJndangNomor 16Tahun I!)11Stentang RumahSusun (LembaranNegaraRepJblik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepJbI'" Indonesia
Nomor3317);

3. Undang-lJndangNomer 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Permuklman (Lembaran
NegaraRepubllk 1ndoneslaTahun 1992Nomor 23, Tamhahan tembersn NegaraRepubllk
IndonesiaNomer3469);

4. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang Penerlmaan Negara Bokan Pajak
(temoeran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
NEgaraRepublikIndonesiaNomor 3687);

5. Undang-lJndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2002 tbra 134, Tambahan Lembaran '~ra Republik
Indonesia Nomor4247);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembenhAtan Peraluran Perundang
undangan (l.en1baran Negara Repmlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
LembaranNegaraRepub'dtIndonesiaNomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tah... 2004 tentang PemerintahanOaerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 ,bra 125, Tambahan Lembaran t.ra Republlk
Indonesia Nomer 4137) sebagaimana telah dlubah t:erakhlr kaUdengan Undaog-lJndang
Nomer 12 Tahun 2008 lentang Perubahan Undang·Undang Nomer 32 Tahun 2004
tentang Pemerlntahan Oaerah (t..cmbaran Negara Itepublik Indoneslll Tahun 2008
Nomor59, TembahanLemhllran N!'!l~ra RepubllkIndonesiaNomor4841);

8. Peraturan Pemerlnlah Nomor" T~hun 1988 tentang RumahSusun (Lembal'8nNegara
RepubllkIndonesla Tahun 1968Nomor 7, T8mbahanLembarenN~31'8 RI!(lI.bllk Indonesia
Nomer3372);

9. Peraluran Pemerlntah Nomor+4 Tahun 1994 tentang Penghunlan Rumah Oleh Bokan
Pemllll< (Lembaran ~ra R~bI k Indonesia Tail"n 1994 Nomor 73, Tambahan
LembaranNegaraRepublokludolles.aNomor 3576);

PERATURANWALIKOTA PALENBANG

NOMOR 33 TAHUN 2008

J

Menlmbang

WALIKOTA PALEMBANG

-



Dalam Peraturan Inl yang dirnalcsud deogan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kola adabh Peme"ntah Kola Palembang;
3. WaUkota adalah Walikota Palembang;
4. Penerlma aset keloIa sementlra, yang selanJutnya disebut adalah PemerintZlh Kola

Palembang;
5. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang sebnjutnya dlsebllt RUSUl\3W3adal."lh Bangunan

gedung beltlngkat yang dlbangun da~m suatu IInokungan, yang terbagl dalam baglan -
baglan yang distrukturklln sea!ra fungslonal datam arah horizontal mIlupun vertlkal dan
merupakan satuan - setuan yang maslno - maslng dlgllnakan secara terpiSIlh, status
penguasaannya sewa serta dlhangun den!)an menggunakan dana Anggaran Penilapatan
dan Belanja Negara dan/atau Angoaran Pendapatan dan Belanja OIIerah deIlQan fungsl
utamanya sebagal hunlan;

6. Satuan Rumah 5usun SedertIana Sewa, yang selanjutnya dlsebut Sarusunawa adalah
unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan betdasl!rtcan
ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan ..-num;

7. PengeIoIaan adalah upaya tefpadu yang dilakulcan oIeh baclan pengeIoIa aras barang
mUik negara/daerah yang berupa rusunawa yang melipub kebo,akan perencanaan,
pengadaan, penggunaan, peIl>anfaalan, pengamanan dan pemeLharaan, penIIaian,
penghapusan, pemlndahtanganan, penatausahaan, pemblnaan, pengawasan dan
pengendalian rusunawa;

8. Pengelola, yang selanjutnya disebut baclan pengeloia, adalah InsIlInsI pemerlntah atau
badan hukum atau baclan Iayanan umum yang ditunJuk oleh pemtl,k rusunawa untuk
melaksanakan sebllglan lungs! pengelolaan rusunawa;

9. Pemillk Rusunawa, yang se14njUlnya dlsebut sebagal pemUlk, adalah pengguna barang
mlllk negara yang mempunyal penguasaan atas barang mlllk negara bellIill' n'S(lnawa;

10. Penghunl ar1lJlahwllrgll negara Indollesia yang te,-masuk delam kelompok mIlsyarakat
berpenghasllan rendah sewaI Jl!'f"8turan yang bcrleku dan melakukan perjlJnJlan §eWe
sarusunawa denoan hIIr1Iln flI'I"JI'4<l4A;

11. Pemanfaatan adalah pt!IldcIy..g<lOcldn harang m,lIk negara/daerah yang betupa
Rusunawa untuk dlpervunakan sesual dengan tugas poIcok dan fungsl
kementrlan/lembaga/s&tuan ker'ja perangkat daerah, dalam bentuk !.eWa, pjnjam pakal,
dan kerjasama pemanfa..tan, dengan tidak mengubah Sfatus kepemililcl!n yang
dllakukan eleh baclan pengeIoIa Utltuk memrungslkan rusunawa sesual deogan aturan
yang telah ditel2opkan;

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa!!

PERATIJRAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG PETIJNJUK TEKNIS PENGHUNIAN
DAN PENGELOlAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).

MEMUruSKAN :

2
10. PeralUran Pemerintah Hornor 6 t Tahun 2002 tentang Tarif AllIS Jenls Penerlmaan

Negara Bukan Pajak yang ber1a1ru pacta Departemen PermLlknlan dan Prasatana Wilayah
(lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, TamI»han Lembaran
Negara Republilc Indonesia Nomor 4240);

11. PeralUran Pemerintah Horner 38 Tallun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemer'.,tahan Daerah Propinsi, dan Pemerlntahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Horner 82, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menter! NeganI Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/Ml2007 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 lentallg Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, rungsl dan Struktur Organlsa51 Dlnas Pekerjaan Unum
(lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah KOUI Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan
Ketertlban (Lembaran OIIerah Kota Palembang Tahun 2002 Nornor 76) sebagalmana telah
dlubah dellQan PeralUran Daenlh Kota Palembang Hornor 13 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nornor 13);

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nornor 15 Tahun 2004 tenIl!lng Pl!mbnaM dan
Pedoman Operaslonal Penyidok~I Negerl Slpl! (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2004 Hornor 31);

16. Peraturan Wallknta Kollt PlliI'mhIIng Nomor 4A Tahun 2005 tentang Uralan Tugas PoIcok,
Fungsi Dlnas Pekel)aan Umum ( iIe(,ra Oafor IKOla Palembang lahun 200S Nomor 49).

-

Menetapkan



Kriterla penghunl rusunawa d1perunlukan bOIglmasyarakat sebagal bertwl :

1. Golongan menengah ~ebllwah yang ht'!um memlllki rumah.
2. Telah ber1<eluargadan hukan PNSffNl/Poirl.
3. Olpergunakan untuk menarnpung sernentara masyarakat tidak mampu dan relokasl

dlpermukiman kumuh dan daercIh bencana.

PasalS

Pemasaran rusunawa dJlaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai benkut :

1. Penetapan largel penqhuni dan strale<J1pemasaran.
2. Pl!1'leI1tuan tarir sewa dan penghunl dUaksanakan sesuai kondisl sosial ekonornl

masyarakat
3. PtnyeSuaian dan penlngkatan kapasltas pengelotaan rusunawa dlsesu31lcan dengan

kcbutuhan dan tuntutan pasar.
4. Penetapan strategl promosf dan ktlterla seleksl calon penghunl.

BABm
KRITERIA PE.NGHUNIRUSUNAWA

Pasal4

Petunjuk Teknis Penghunlan dan Pel'ogeloIaanRumah Susun Sedefhana Sewa (Rusunawa)
dimaksudkan untuk m8fTlberlkan pedoman kepada pengelola II9Ilr daJlllt mellle1",uhl tugas
dan rungstnya dalem melaksanakan pengelolaan Rusunawa.

Pasal3

Tujuan dan petunjuk tcknls ~Unian dan pengelolaan rumah !iUSUII sederhana _
(Rusunawa) adalah agar penyeIenggar.In rusunawa bcrjalan secara koosIslen dan betul -
betul dapat te.daksana tepal kepada sasaran, sehtngga pcnyclenggaraan rusunawa menjadl
berkelanjutan.

--

BASil
MAKSUD DAN TUlUAN

Pasal2

3
12. Pemellharaan adalah kegl8t:an menjaga keandalan bangunan rusunawa beserta

prasarana dan sarananya agar bangunan rusunawa tetap lal\( fungsi;
13. Perawatan adalah keglaIan memperbalkl dan/alllu mengganti baglan bangunan

rusunawa dan/atau komponen bahan bangunan, dan/alllu prasarana dan sarana agar
bangunan rusunawa teIap Ialk fungsi;

14. Pengembangan adaJah lregiatan penambahan bangunan danfalau komponen bangunan,
prasarana dan sarana linglwngan yang tidak terencana pada waktu pembangunan
rusunawa retapl dlper1ukan setetah bangunan dan lingkungan difungsfkan;

1S. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oteh penenma aset keIoIa sementara
kepada badan pengeIoIa dan penghunl rusunawe mellputi pembinaan. pelatihan dan
penyutuhan;

16. Tanf sewa adalah jumIah aIau ",lat terlentu dalam bentuk sejlMnlah IlOIllUlaJ uang
sebagai pembayaran alas sewa sanlSllNlWII dan/atAu sewa bukan hunlan rusunawa
untuk jangka waktu tertento;

17. Tarl'sewa komerslal adalah tarlf sewil yang dlletapkan berdllsarkan penJumlahan blaya
Investasl keseluruhan dengan mempertlmbangkan nltal depresl selarna umur ekonomls
bangunan dan tlngkal wku bunga yang berlaku, blaya perawatan dan bIaya operasfonat
seUap bulan, dlbagl jumlah sarusunawa;

18. Tar1' sewa dasar adatah tarif _ yang ditetapkan betdasarkan perhbJngan blaya
perawatan dan operaslonal set1apbulan dlbagl Jumtah sarusunawa.

19. Tarlt sewa soslat adalah tanf sewa yang lliretapkan bcrdasarkan perhltlJngan blaya
pemellharaan setiap bulan dibagl Jumlal) rusunawa;

20. Blaya Investasl ad3bh bIaya awal yang disedlakan oIeh pemilik rusunawa untuk
pet'Slapan pembangunan sampai !h!ngan terwujudnya bangunan runah susun yang siap
hunl, yang terdln dart biaya pre konstruksl. koostruksi dan manajemen
konstruksi/pengawasan;

21. Blaya operasional adalah blaya yang dlkeluarkan oIeh pengelola rusunawa untuk
menjalankan tugas sehari-hari termasuk gajl, pemakalan listrik dan air bersama dan
blaya admlnistrasl;

22. Biaya perawatan adalah bIaya yang cflkeluarkan oleh pe"gelola rusul\a\"Ia untuk
keglatan perawatan rusunawa;

23. Blaya pemeliharaan adaIah biaya yang dikeluarkan oleh pengeIoIa rusunawa untu\(
keglatan pemellharaan rusunawa;



BABVl
HAK,WEWENANG, KEWAlIBAN DAN LARANGAN

Pasal10
(1) Pengelola berhak untuk menet1Ipbn ketentuan peraturan pengetoIaan rusunawa,

antara lain:

1. Menarik uan<Jsewa dan luran lain yang telah ditetapkan, sepet1J air berslh, sampah,
Ilstrik, serta k_nan _. kesepaleatan dengan penghunl dan me!II!!ina
pendapatan lain-laln dart pemanf'aatan bangunan rusunawa dan lingkungaooya;

2. Mengenakan sanksi atas pelanggaran penglulIlian oleh penghunl; .
3. Memutuslcan per)anjlan sewa menyewa ap;!bilcl penghWli melakukan haI-haI yang

lidak sesuai sebagaomanad.maksud dalam pasaJ 14,15 dan 16;
4. ~1elaksanaleanpener1jban penghuruan;
5. Melaksanakan pemutusan Ibtsik dan air bersih, apablla pe:nghunl menunggak

kcwajibun u.'lng sewa, pcmalwl.1n listrlk atau air bersih;
6. Melaksanalean sanks! dend.:J alas keteriambatan pembayaran yang menjadl

kewajlbun penghunl scsu.'ll dcngan peraturan yang tclah ditClllpkan;
7. ~'embllat peo:JanJllln sewlI-meyewa pen()l!Iol1l8n dengan mltra kerja dalam

pelaksanaen pengelolaan rusunawa;
8. ~'elaksanakan lindalean persuaslf/penalti kepoda penahunl allis pelar199aran

terhadap ketentusn yang ~Icu.

(2) Pengelola mempunyal w~enang dalam pengeloIaan rusunawa, I198r dapat beJ1alan
secara balk sesual dengan keter\tuan peraturan perundong undangan yang betlaku,
meliputJ :

1. Melalcukan ~ksj. koru'alc ""fJ'I, rian pengawasan dengan Illftra Icerja;

Pembayaran tarlf sewa rusunaw.l menggunakan slstcm terpisah, aolara hunIM rusunawa
dan sarana pendukung hunl:ln Ia.nnya, mcnglngat pemllkalan 11strIk, penggUna.ln air, befslh
gas, lceberslhan dan keamanan maslng - maslng penghunl aleanbertleda.

Pasal9

PasalS
1. Besarnya tarlf sewa rusunawa ~bagalmana dlmaksud dalem Pasal 7, hanva untuk blaya

hunian rusunawa, tidak tennasuk biaya pemakaian IIstrik, penggunaan air berslh, gas,
kebersihan, keamanan, dan biaya - biaya lainnya.

2. Besarnya tanf sewa rusunawa diperhitungkan untuk menutup biaya operasIonal dan
biaya pemeliharaan rusunawa.

3. Besarnya tant sewa rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tldak boIeh
melellihi sepertiga dart pendapatan penghunl.

-

BABV
TARlFSEWA

Pasal~

Besamya tant sewa rusunawa sebagalmana (!imaksud dalam Paw 6 ayat 5, ditetllpkan
dengan Keputusan atau Peraturan Walil<ota Palembang.

BABIY
PERSYARATAN PENGHUNI RUSUNAWA

Pasal6
Persyaratan administrasl penghullliln rusunawa seba!Jalmana dimalcsud daIam Pasal 5,
dengan meiamplr1<ansebllgal benkllt :

1. Mengajukan surat permoIlonan dcngan meogisi formulir dengan jeIas, benar dan
lengkap.

2. Warga negara Indonesia.
3. Selum memlllkl rumah/tempat tlnggal dlbuktlkan dengan surat keterangan dart lurah

setempat atau dart pimplnan tempat berkerja.
4. Penduduk muslman yang dlbuktlkan dengan Kartu Penduduk Muslman.
5. Sanggup memenuhl kewllJlban membayar tant sewa dan blaya - blaya lalnnya yang

ditetapkan.
6. Bersedla mentaatl dan rnemenuhi tata tertib penghunlan serta sanksj yang akan

diberlkan.
7. Membavar uang jIImlNln penghunicln llbUnaWd selama 3 (tlga) bulan.

4



Pelaporan dllalcsllnllKen olen pehgelola denl)an uralan sebagal benku! :

MMnhllllt laporan bulanan admini>tr.... p.:nghunlan mellputl :
a. Data penghunl yang rercIri ddtl Juml<>hKepala Kelu8rga dan anggota keiuarga.
b. Perubahan anggOOokeluarga penghuni berdasarkan laporan dan ~taan tertulls

perkembangan penghunian dan Kcpala Keluarga penghunl.
c. Kondisi unit hunlan teralchir.

IIABVU
PELAPORAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasalll

1. Membuat surat pemyataan yang dlsampaikan kepada peneri!ila aset keIoIa
sementara bangunan rusunawa untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan
sesual dengan tujuan pembangunan rusunawa;

2. Membuat pe!janjlan sewa-menyewa dengan calon penghunl;
3. Melakukan pemenksaan bersama Instansl terkalt yang membidangl bangunan agar

bangunan rusunawa layak h<Ini;
4. Menyedlakan sarana hunian rusunawa termasuk menyediakan saraoa sosial dan

lbadah;
5. Melakukan perawatan, pemeliharaan, perball<.an 5eClIr8 tenltur tertladap seluruh

elemen dan i<omponen rusunawa serta InspeksJ regular dan Insldental;
6. Mewujudkan Ilngkungan yang berslh dan terallJr serta lestarl;
7. MenjagIJ situasl dan kondisI kearnanan lingkungan, menempalbn Ienag<I Satpam dl

kompleks rusunawa dan menJalonk.e1jasama dengan aparat keamanan;
B. Mcngadakan sosIailsasl bertala termasuk pelatlhen dan blmbingan tentang keada!ln

darurat dan bahaya kebakaran kepada penqhunl;
9. Menyedlakan saluan hunian darurat a~.."la terjadl kenlsakan pada $Muan hun Ian

yang dltempall pcnhunl;
10. Mengembalikan uang jMIlnan cl&r1 ~hunl, apalliia teljadlputuS pet1anjlan sewa·

menyewa antarll badan pengeIoIa dan penghunl sesual perabrcln yang ctrtapkan;
11. Menanggllpi permlntaan / keluhan IltiIS laporan yang disampaikan oIeh penghunl;
12. secara rutin maksimal 6 bulan sebli memonltor rungsi jaringan plpa pemadam

kebakaran beserta peralatannya;
13. Menyediakan prasarana dasar IIstrik dan air berslh sesuai yang Lelah dlsepakatl

dalam perjanjlan sewa-menyewa sarusunawa;
14. Menyetorican bIaya uIiIitas dari penghuni Icepada Instansl yang ter1aIl antam lain,

PlN dan POAM;
15. Menyusun tata tertib dan aturan penghunlan serta memberilcan penjelasannya

kepada penghunl sewa, tennasuk hale, kcwaJlban dan I"raogan;
16. Secara rutin 1 (salO) sampai 2 (dua) bulan sekall memonitor kesesualanJkebenaran

penghunl yang tlnggaI dI rusunawa sesual dengan perjanJian sewa yang telah
dltanda langanl;

17. Membenkan tempallayanan duka ala apabUa ada yang meninggal duNlt;
lB. MenJaga, ffierllWat dan memellhanI prasarana, saraoa dan utilltaS; dan
19. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengeIoIaan rusunawa yang

mellputl 18poran opemsIonal dan laporan keuangan kepada penerlma aset kelolll
sementara atau dlnas leknl~ y8ng menanganl.

(4) Pengelola dilarang unluk :

1. Membatalkan pefjan)ian sewa-fl~Ift!''''' secal1l seplhak;
2. Memutus secara sepihak pemanfaatan layanan suptat IIstrik, air betslh dan utifilas

lain yang digunakan oIeh penghunl sesual perjanJlan sewa;
3. r~encegah Informasl, pendamplngan dan penyuluhan yang merupakan hale.

penghuni;
4. Memungut bIaya-biaya lain secara sepIhaIc selaln yang t~ daIam peljanjian

sewa;
5. Mernbangun/menambahfmengurang.i struktur bangunan dan fiI'IgSi ruang tanpa

seizin pene.nma aset keIoIa sancntara alau dinas teknls yang menanganl;
6. ~'angganggu kenyamanan penghunl rusunawa serta pengguna bukan hunlan; dan
7. Mcmasukkan orang/barang )'3ng tidak sesual dengan ketentuan pengelolaan

rusunawa di dalam atau di Iuar hURlandan lingkungan rusunawa

(3) PengeIoIaberi«!waJban untuk :

2. Menyusun rencana operas! dan pemellhar<lan secera terpadu;
3. Inspeksl regular dan Insldentll terhedap penghunl;
4. t~enetapl<.anCllion penghunl dan pemullJsan kontrak penghunian.



BABIX
HAK, KEWAJIBAN, TATA TERnB DAN LARANGAN

PENGHUNI RUSUNAWA
PilSal13

(1) Penghuni dlberlkan hak dengan lcetentuan sebagal berikut :

1. Mernanfaatkan satuan bukan hunlan van<)dlSeWll untuk kegilltan usaha;
2. Mendapatkan lay..nan supldi ilstrik,alr berslh, gas, jlembuangan air kotor dan/alau

air nmbah;
3. MengaJukan keberalan atas peIayanan k.ondlsi lingkungan hun18n yang kurang

dlperhallkan atau terawOlt kepada bacian pengelola;
". MendOlpat pelllYllRlIn alaS perbalkan kerusakan ban<)unan, prasarana dan sarana

dan utllllas umum yang bukan dlsebabkan oIeh penghunl;
5. Mempunyal sorana soslal dan lbadah;
6. Mendapllt pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagl yang menlnggal

dunla;
7. Menempati seruen hunlan cadangan ~'lIng disbpbn oleh pengelola saa! dilakukan

perbalkM pada SlJtuanhunian pen<JhunJ;
8. Menjadl anggOla rukun tetangga, rukun warga yang dirnanfalltlcan sehagaI wadah

komunikasi dan sosIaIisasi guna kepentingan bersarna;
9. Mendapat ketentraman dan pnvasI terhadap gangguan fislk maupun psikologls;
10. Mengetahui kekuatan kornponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan

fisik bangunan;
11. Mendapat pendampingan mellgenal penghunlan dan badan pengelola (SP2J)

rlan/atau Inslansllain lerkait.
12. Mendapat penjelasan. pelatJhan dan bimbingan lenlang penanggulangan bahaya

kebakOlrandan evakuasl, pengeIoIdan sampah, pembuangan Ilmbah, peoghematan
lIir, IIstrik dan lalnnya;

13. Menggunakan I memakal fasilbs barang dan benda bersama;
14. Mendapat htsihlas air ~ penetangan dan gas apabila ada jaringan gas dan]llsa

keberslhan;
15. Mempunyal halt. berusaha sepertJ mendlrlkan koperasl dan keglatan ekooomI

lalnnya dillngkungan n6Unawa sesual Iokasl dengan yang t.etah diletapkan sertlI
peraturan yang bel1alt.u;

16. Menerlma kemball uang jamInan pada saal penghunlan berakhlr dan alau biIa
tefjadl PUIUSkontralt. penghUNiln yang bukan k~na pembatal3n seplhak;;

17. Bagl Penghunl yang CIW'~Ifis.k dan Ianjul usia berhak mendapatkan periakuan
khusus;

18. Peflakuan khusus sebagaunaM domaksud padd 8n<)ka 17 rnellputl penempatan
ruang hunlan dan rnotJ;ht.as;

BABVUI
PEMANFAATAN HASIL SEWA

PasaJ 12
(1) Sumber keuangan untuk kegiatan pengeIolaan rusunawa diperoleh harga sewa

sarusunawa fungsl hunlan, ruang bukAn hunlan, uang jaminan, blaya denda, hlbah,
bunga bank dan/alau usaha-usaha lain yang sail;

(2) H<lslisewa sarusunawa dinanr""Uwn untuk :
1. Keglatan operaSlonal, pemelihaman dan perawatan rusunawa;
2. Pemasaran, pendamplngan penghunl, pemej,haraan, perawatan, pert)a'ki1In.

pengganUan suku cadang, pemIliJyinn kewaJiban alas beban bIaya openISl serta
pemupukan biaya cadangan; dan

3. Pernanfaatan uang ]ammn untuk membayar tunggakan blaya sewa, Ustrilc, air
bersih/mlnum serta bI3ya IaIMyll yang belum d,bayar penghunl.

(3) Pengoperasilln dan pengendalian biaya l)CIl",eilharaan dilaksanakan oleh badan
pengelola dan dlatur sesual clengan ~turan • cmerintah kOla Palembang atau dinas
leknls yang menangan r,

(4) PemanfaatM hasll sewa dlgunal<:an tenpa tamhahan bantuan blaya operaslooal dan
pemeliharaan darl peng9una barang mlhk negara.

2. Membuat laporan bulanan dan taIlooan admInlstrasl keuangan metlpotl :
a. Rencana anggaran bIaya dan pendapalan hasil dan pemanfaatan salUSUllaWa

setlap tahun.
b. Penerlmaan pembayaran sewa, pener!rnaan kas dan pemblayaan keglalan, setlap

bulan.
3. Menyampalkan laporan kepada Penerima Aset Kelola Semenlara melalui Kepala OInas

Teknis yal1!)menanganl.
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(4) Penghunl dilarang untuk melakukan hal- bal sebagal berlkut:

1. Memlndahkan hak sewa kepada pihak keUga dengan alasan apa pun;
2. Menyewa leblh dar! satu unit hunlan;
3. Menggunakan satuan hunlan sebagaltempat usaha Igudang;
4. ~lengrsl satuan hunlan meteblhl ketentuan tata tertlb;
5. ~lengubah prasarana, sarana dan utilrtas rusunawa yang sudah ada;
6. Merubah bentuk bangunan rusunawa tanpa Illn tertulls pengeloja sepertl :

memaku, melubangl dlndlng, membongkar langlt-Ianglt dan kelengkapan lalnllya.
7. Menjemur pakaian dan lainnya di iuar tempat yang ditentukan;
8. 8erjudl, menJual/memakal narkoba, mlnuman keres, berbuat maksiat, keglatan

yang menlmbulkan suara Iceras/bising, bau menyengat, termasulc memelihara
binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertlban
Iingkungan;

g. Mengadakan kegiatan organisasi tertarang di Iingkungan sarusunawa sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Memasak dengan menggunakan kayu, anlng, atau bahan lain yang mengotori dan
dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

11. Membuang benda-banda ke dalam saluran air k.amar mandi/WC yang dapat
menyumbat saluran pembuangan;

12. ~'enyimpan segala jenis ballan peledak, bahan klmla, bahan bakar atau bahan
terlarang lainnva yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

13. Mengubah kontruksl bangunan rusunawa;
14. Meletakan barang-barang meJampaul daya dukung bangunan yang ditentukan;
15. Merusak fasllltas bersama yang ada dlllngkungan Rusunawa.
16. Menambah I merubah InsIaIasI Ilstrtk, air dan sarana lalnnya tanpa Illn tertulls darl

pengelola.
17. Menggunakan lilt (blla ada) pada saat terjadl kebakaran.
18. Mcnylmpan atau mele!alckan barang I benda dikorldor, tangga / tempat - tempat

yang mengganggu I menghalangl kepentlngan bersama.
19. Menempatkan barang ditepi bangunan yang memhahayakan penghunllain.

1. Tempat hunJan luas 21 m', Maksimum dapat dihunl oleh 4 orang.
2. Calon penghuni yang telah menandatanganl kontrak selambat - lambatnya satu

bulan harus sudah menghuni I bertempat tinggal di rusunawa.
3. PerjanJlan Penghunlan dibuat jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

sampai 3 (tiga) kali atau lebih dengan alasan yang dapat diterima sesual dengan
peraturan yang ditetapkan oIeh peogelola.

(2) Penghuni diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagal berlkut :

1. Mentaali peraturan, tata tertib serta menjaga ketertlban Iingkungan;
2. Menglkutl aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan

pengelola;
3. ~1emelihara, marawat, mlllljaga kebarslhar. satuan hunian dan sarana umum serta

berpartlsipasi dalam pemetillaraan;
4. Membuang sampah di tempat yang telah dltentukan secara rapi dan teratur;
5. Membayar retribusi pemakaJan sarana air berslh, listrik, gas;
6. Membayar uang sewa, uang jamlnan sebesar 3 (tuga) bulan uang sewa dan segala

iuran yang dltetapkan sesual dengan ketentuan yang bertaku.
7. Melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya 1(erusakan pada prasarana,

sarana dan utilitas di rusunawa;
8. Mengosongkan ruang hunl pada saat perjanjlan sewa berllkhlr;
9. Aerpartislpasl dalam mendptakao IIngkungan dan keh1dupan bermasyarakat yang

harmonls;
10. Menglkutl pelatlhlln dan bimblngan yang dllaksanakan oIeh pengelola secara

berkala;
11. Memellhara tempat hunlan, benda sertarnlllt21s Ilersema sebalk - balknya.
12. Membayar gantl rugl setlap kerusakan '~l kelalalan penghunl.
13. Melaporkan tamu penghunl yang aka.1 nenglnap kepada pengelola dalam waktu 1

x 24 jam.
14. Mengatur par1dr bagi penghunl I tamu yang meletakkan kendaraannya dJ area

Rusunawa yang telah ditetapkan.

(3) Penghuni berkewajiban mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Pasal 14
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H. EDDY SANTANAPUTRA

Pasal18
~ran Inlmllial beI1aku sejak tanggal dlunclangkan.

Agar setlap orang mengetahulnya, mo:merIntahkan pengundangan Peratunln Inl, dengan
penempatannya dalam Berrta Daerah Kota Palembang.

Dltetapkan di Palembang
pada tanggal 21~ ..<1IIts" 2008

Pasal17
Hal - hal yang berslfat teknls yang belum cukup diatur dalam Peraluran Inl, sepanjang
rnengenai pelak<;1lMllnnyaakan dlatur leblh Ianjut oleh Wallkota.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal16
Pada saat Peraturan inl ber1aku, segala icetentuan yang tldllk sejalan dengan Peraturan Inl,
dlnyatakan tidak berlaku.

Pasa:15
Hak, KcwaJiban, Larangan dan Sanlcsi !'enghllni sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 dan
Pasall1, waJlb dlcantumkan dalam petjaojian sewa·menyewa penghunl.

Terhadap penghunl yang tidak merlleuuhl ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanks!
sebagal berikut :

1. Apabt1a penghuni me!anggar icetentuan I larangan dan kewajiban, rnaka perjanJian
sewa dapat dibatalkan secera sepihak dan uang Jaminan penghunl menJadi hak
pengelola.

2. Penghunl dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempaU hunlannya, rnaka uang
jamlnan dipotong oIeh pengeIoIa sebesar 20 % pertlulan, apabita dalam waktu 3
(tlga) bulan belum menempati juga kontrak dapot dlbatalkan.

3. Kelalaian penghunJ yang rnenlmbulkan kmlglan rnenjadi tanggung jawab penghunl.
4. Tldak membayar uang _ hunlan selama 3 (ligo) bulan berlurut - turut harus

dlkeluarkan darl rusUMWIl.
5. Tldak membayar rekenlng Ilstnk, (le1I!J9unaanall' berslh dan gas sampal pada tanggal

yang dlLetapkan sellap bulannya dilakukM pemutusan semen tara oIeh pengeioIa.
6. Penghunl yang telah mNnggar perjaoJlan sewa - rnenye¥1II dan tldak bersedla

mengosongkan tempar hUrlIan, pengel$! dapat memlntll bantuan Instansl yang
berwenang untuKmenyelesllJkannya.

BABX
SANKSI BAGI PENGHUNI

Pasal14
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